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Pemerintah Daerah
Sediakan Anggaran
Untuk Urusan Wajib

PONTIANAK - Kementerian Dalam Negeri meminta
pemerintah daerah menyediakan perencanaan program
dan anggaran yang cukup untuk memenuhi urusan
wajib pelayanan dasar, khususnya Suburusan bencana
dan suburusan kebakaran. Sebagaimana amanat UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan berpedoman pada standar
pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

@ Ke Halaman 15 kolom 1

Pemerintah Daerah Sediakan Anggaran Untuk Urusan Wajib

Sambungan dari halaman 9
“Ini salah satu urusan
yang berdasarkan Un-
dang Undang Nomor 23
Tahun 2014 urusan yang
harus menjadi prioritas
karena disebut dua kalj,

baik Pasal 18 maupun
Pasal 298, bahwa pemer-
intah daerah harus me-
nyediakan program atau
perencanaan yang cukup
dan anggaran yang cukup
untuk menyelenggara-
kan urusan wajib layanan
dasar,” kata Direktur Jen-
deral Bina Administrasi
Kewilayahan Kemendagri
Safrizal ZA, belum lama

1ni.

Safrizal menambahkan,
sebagaimana Pasal 11 dan
12 UU Pemda tersebut,
urusan Pemerintahan Wa-
jib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar adalah
Urusan Pemerintahan
Wajib yang sebagian sub-
stansinya merupakan
Pelayanan Dasar, yang
meliputi pendidikan, kes-
chatan, pekerjaan umum
dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan
kawasan permukiman,
ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan
masyarakat, serta sosial.

“Urusan bencana, Tran-

tibumlinmas nama be-
sarnya, yang terdiri dari
tiga sub urusan: urusan
bencana, kebakaran, dan
urusan Satpol-PP, sudah
ada alat ukurnya, bahwa
kita menyediakan layanan
dasar kepada masyarakat.
Oleh karenanya pada hari
ini, Bapak/Ibu harus bisa
mengukur kemampuan
untuk melayani, karena
kita memahami kemam-
puan melayani ini akan
mengerti pula kekurangan
kita,” cetus Safrizal.
Karena itu, selain ban-
tuan dari Pemerintah,
pihaknya meminta pe-
merintah daerah agar

memaksimalkan peren-
canaan anggaran dan pro-
gram untuk dapat me-
menuhi pelayanan kepada
masyarakat, khususnya
dalam sub bidang ben-
cana dan sub bidang ke-
bakaran. Apalagi, hal itu
merupakan upaya untuk
mendukung ketersedi-
aan sarana dan prasa-
rana yang layak sebagai
bentuk penyelenggaraan
sub urusan bencana dan
kebakaran, yang notabene
adalah salah satu sub uru-
san dari urusan wajib
yang berkaitan dengan
pelayanan dasar di bidang
Trantibumlinmas.(*/r)
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